
WALIKOTA TUAL 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 
NOMOR I8 TAHUN 2018 

TENTANG 

URALAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL KECAMATAN TAYANDO TAM 
KOTA TUAL 

Menirbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALIKOTA TUAL, 

a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dan pedoman 
kinerja guna mcmaksiraikan peran dan tanggung jawab 
dalar pelaksanaan tugas dan pekerjaan serta pemberian 
motivasi yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal, 
aka perl disusun uraian tugas dan jabatan secara 
sistematis dan terpadu; 

b. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 19 

Peraturan Daerah Kota Tua! Nomor 02 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual, 
maka perlua uraian tugas jabatan struktural Kecamatan 
Tayando Tam Kota Tual scbagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas organisasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota Tua]; 

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tenang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1645); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lerbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421]; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pererintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, 'Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438]; 

4. Undang-Undang Noror 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4747); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112 Tarbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038]; 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nor.or 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noror 5494); 

7. Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5657), dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahan 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran 
Negama Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015] sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor S4 
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 97 Tahun 200O tentang Formasi Pegawai Negeri 8ipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4192; 

10. Peraturan Pererintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia 
Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Noror 197, Tarbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) scbagairana telah 
diubah dengan Peraturan emerintah Nomor 13 
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Noor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263); 
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• 

14.Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sip~l yang selanjutnya disc but jabatan 
fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalarm suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat. mandiri; 

15. Pelaksana adalah jabatan di luar jabatan struktural mapun jabatan 
fungional berada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan 
scbagian tugas pada jabatan struktural; 

16. Standar Korpetensi Jabatan yang selanjutnya disebut standar kompeten si 
adalah persyaratan kompetensi minimal yang barus dimiliki seorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan; 

17,Tugas Pokok adalah sekumpulan aktifitas untu.k renyelesaikan pekerjaan; 
18. Fugsi adalah sekelorpok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama 

berdasarkan sifat atau pelaksaannya; 
19. Uraian Tugas adala.h suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan 

yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan 
dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASL 

Bagian Pertara 
KEDUDUKAN 

Pa.sal 2 

meningkatkan koordinasi 
publik, dan pemberdayaan 

rangka 
pelayanan 

(l) Kecamatan dibentuk dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, 
masyarakat kelurahan. 

(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang discbut camat 
yang berada di bawah dan bertarggung jawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah, 

Bagian Kedua 
SUSUNAN ORGANISASL 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Kecamatan Tayando TamKota Tua), terdiri dari; 
a. Camat 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

I. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
2. Sub Bagian Urum dan Kepegawaian. 

c. Seksi Pemerintahan. 
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban. 
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
f. Seksi Pelayanan Umum. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tayando Tam sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota Ini. 
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BAB III 
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUOAS 

Bagian Pertama 
CAMAT 

Pasal 4 

(l) Carat mempunyai tugas merbantu walikota melaksanakan 
pemerintahen di wilayah kecamatan dalam rangka meningkatkan 
oordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, 
pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan umum. 

(2) Carat dalam melaksanakan tuagas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan urusan pcmerintahan umum; 
b. pengkoordinasian kegiatan pemiberdayaan masyarakat; 
c. pengkoordinasian upaya penyelcnggarann ketentrauman dan 

ketertiban urum; 
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Dacrah dan 

Peraturan Walikota; 
e. pengkoordinasian pemelharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pererintahan Daerah yang ada 
di kccamatan; dan 

i. pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh walikota esuaj 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat. {2), uraian tugas Camat adalah sebagai berikut : 
a. merumuskan dan melaksanakan rusan pemerintahan mum di 

wilayah Kecamatan; 
b. meruruskan dan relaksanakan visi dan risi Kecamatan; 
c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan 

Sekretariat dan Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, 
Seksi Kependudukan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
Seksi Pelayanan Umum; 

d. merumuskan Rencana Strategis [RENSTRA) dan Rencana Kerja 
(RENA), Indicator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan 
Perjanjian Kinerja (PK] Kecamatan; 

e. mengoordinasikan dan meruamuskan bahan penyiapan penyusunan 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (LPPD), Laporan 
Keterangan Pertanggungijawaban (LKJ) dan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pererintah (SAKIP] Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya 
sesuai bidang tugasnya; 

f. meruruskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP] serta 

Standar Operasional Prosechur (8OP] dan Standar Pelayanan (SP 
Kecamatan; 

g. mengoordinasfkan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi 
dan tatalaksana; 



h. melakukan koordinasi dan Sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat 
Daerah dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan; 

i. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia 
dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan 
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah 
kecamatan; 

j. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah 
kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiba 
umum masyarakat di wilayah kecamatan; 

k. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas 
dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; 

• melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas 
dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan 
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

m. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau 
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan 
prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

n. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelakcsanaan 
pemeliharaan prasarana dan faslitas pelayanan umum; 

o. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam percncanaan 
pembangunan lingkup kecaratan dalam forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan sebaguai 
bahan penyusunan rekomendasi Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (MUSRENBANG] tingkat kota; 

p. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 

kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja 
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecaratan; 

q. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 
pemerintahan kelurahan; 

r. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi 
pelaksanaan administrasi kelurahan; 

s. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah dan perangkat 
kelrahan; 

t. mengoordinasikan penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja lurah, 
RT dan RW; 

u. mengoordinasikan penanganan bencana di wilayah kerja Kecamatan; 
v. mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pendidikan nonformal, 

kebudayaan, pemuda dan olahraga masyarakat di luar kegiatan 
persekolahan di wilayah kerja Kecamatan; 

w. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem manajemen 
informasi Kecamatan; 

x. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 
walikota untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan; 

y. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

z. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang­ 
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 
dalam melaksanakan tugas; 

aa. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan; 
bb. membina, membagi tugas, memberi pctunjuk, menilai dan 

mcngevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

cc. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kcpada Walikota 
melalui sekretaris Daerah; dan 

dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pim pinan. 
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Bagian Kedua 
SEKRETARLAT 

Pasal 5 

(l Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, 
pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi i 
lingkungan Kecamatan. 

[2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas scbagaimapa dimaksud pada 
ayat [1), menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, 

keuagan, umum dan kepegawaian; 
b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, urum 

dan kepegawaian; 
c. pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum 

dan kepegawaian; 
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan 

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang dibenikan oleh atasan terkait tugas dan 
fungsinrya, 

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diraksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), raan tugas Sekretaris adalah sebagai berikut : 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Sekretariat; 
b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan, 

pelaporan, keuangan, mum dan kepegawaian; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan 

Keuangan dan Subbaginn Urum dan Kepegawaian; 
d. menghirpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat; 
e. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA}/DPPA Sekretariat; 
f. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis 

(RENS'TRA] dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), 
Rencana Kerja dan Angg#ran (RKAJ/RKPA, Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kincrja (PK), Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP] Kecamatan; 

g. mengoordinasikan setiap seksi dalam penyiapan bahan penyusunan 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (LPPD), Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ] dan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah [8AKIP] kota dan segala bentuk pelaporan lainnya 
scsuai bidang tugasnya; 

h. mengoordinasikan stiap seksi dalam penyusunan Standar Operasional 
Prosedur (80P) dan Standar Pelayanan (SP] Kecamatan; 

i. mengoordinasikan sectiap seksi dalam pembinaan dan pengembangan 
kapasitas organisasi dan tatala,ksana; 

j. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, 
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset sett 
rusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler Kecamatan; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasala.han 
di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

I. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang­ 
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoma 
dalam melaksanakan tugas; 
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m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerje bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 
kepada atasan; dan 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch atasan. 

Paragraf 1 
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

Pasa 6 

(I) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 
menyiapkan' bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan 
serta pelaksanaan administrasi dan akuntansi keuangan. 

[2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas 
sebagaiman.a dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi; 
e. perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan 

keuangan; 
b. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan 

keuangan; 
c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

perencanaan, evalasi, pelaporan dan kcuangan; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 
(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagairnana diraksud pade ayat (l) dan 

ayat. (2), uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangap 
adalah sebagai berikut: 
a. merencanakan, menyusun dan mclaksanakan program dan kegiatan 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. merencanakan, menyusnn dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 
c. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran [(RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan 
Kuangan; 

d. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPA Subbagian 
Perencanaan dan Keuangan; 

e. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan 
Rencana Kerja [RENJA), Indikator Kinerja tama (IKU), Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA/ DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecaratan; 

f. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instanoi 
Pemerintah (SAKIP) Kecamatan; 

8. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah {LPD), Laporan Keterangan Pertanggungiowaban 
(LKP.J) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP] Kota 
dan scgala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya; 

h. menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan Rencana Ker 
dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
[DPA)/DPPA dari setiap seksi untuk dikoordinasikan dengan Organisai 
Perangkat Daerah terkait; 
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i. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di 
lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang 
berlaku; 

j. meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran 
'sPP dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

k. menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Lingkup 
kecamatan; 

l. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup kecamatan 
sesuai dengan peraturan peruandang-undangan yang berlaku; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang­ 
udangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 
dalam melaksanakan tugas; 

n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
0. membagi tugas, memberi petunjuk, men~lai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pclaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuaj 
dengan ketentuan yang berlakcu; 

p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepads 
atasan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 2 

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

Pasal 7 

(I) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mclakukan 
urusan umum, penatausahaan surat menyurat, trusan rumah tangga, 
kehurasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi 
kepegawaian 

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana diraksud dalam ayat (l), menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, 

urusan rurah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi 
barang serta administrasi kepegawaian; 

b, pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, 
urusan rumah tangga, kehurrasan, dokumentasi dan inventarisasi 
barang serta administrasi kepegawaian; 

c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan 
urum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, 
kchumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi 
kepegawaian; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch atasan terkait tugas dan 
fungsinya. 

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagairmana dimaksud pada ayat (I) dan 
ayat {2), uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian uraian 
tugas : 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbagian mum dan Kepcgawaian; 
b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan 
Kepegawaian; 

c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Aggaran (DPA}/DPPA 
Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
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d. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar 
sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku; 

e. melaksanakan rusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan; 
f. meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari 

setiap seksi; 
g. membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang nit; 
h. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang; 
i. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di 

lingkup Kecamatan; 
j. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang 

barang inventaris Daerah; 
k. melaksanakan tugas kehurnasan dan protokolier Kecaratan; 
l menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dan Standar Pelayanan (3P] Kecarnatan; 
mn. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi 

dan tatalaksana; 
n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang­ 

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pcdoman 
dalam melaksanakan tugas; 

p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
q membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 
atasan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan. 

Bagian Ketiga 
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN 

Pasal 8 

(I) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tgas menyiapkan bahan 
pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. 

(2) Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagairana 
dimaksud dalam ayat (I), menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan kegiatan di bidang pemerintahan kecamatan; 
b. pelacsanaan kegiatan di bidang pemerintahan kecamatan; 
c. pembagan tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

pemerintahan kecamatan; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch atasan terkait tugas den 

fungsinya. 
(3} Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l} dan 

ayat (2), raian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut : 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Seksi Pemerintahan Kecamatan; 
b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran [RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pemerintahan Kecamatan; 
c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi 

Pernerintahan Kecamatan; 
d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemerintahan 

yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal di 
tingkat Kecamatan; 

e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang pemerintahan tingkat Kecamatan; 
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f. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasiltasi dan konsultasi 
pelaksanaan administrasi kelurahan; 

g. mcngumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan 
kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan hidup beragama; 

h. menyelenggarakan fasilitasi pclaksanaan lorba/penlaian kelurahan; 
i. melaksanakan administrasi pemberian rekorendasi yang bersesuaian 

dengan tugas pokok dan fungsinya; 
j. menyiapkan bahan koordinasi dan penyelenggaraan penilaian terhadap 

kinerja lurah, Rukun Tetangga (RT} dan Rukun Warga (RW; 
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
I. mempelajari, memahari dan melaksanakan peraturan perundang­ 

undangan yang berkaitan denrgan lingkup tugasnya scbagai pedoman 
dalar melaksanakan tugas; 

m. memberikan saran dan pertimbangan tcknis kepada atasan; 
n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 
atasan; dan 

p. melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh atasan 

Bagian Keempat 
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

Pasal 9 

(l) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan 
bahan pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan ketentraran, 
ketertiban dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Walikota. 

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalarm ayat (I), menyelenggarakan fungsi ;  
a. perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang ketentraman, ketertiban 

dan pencgakan Peraturan Daerah pada wilayah kecamatan; 
b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan 

penegakan Peraturan Daerah pada wilayah kecamatan; 
c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kcgiatan di bidang 

ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah pada 
wilayah kecarnatan; 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 
fungsinya. 

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi scbagaimana dimaksud pada ayat {l) dan 
ayat {2), uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah 
sebagai berikuat : 

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran [DPA]/DPPA Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA)/DPPA Seksi 
Ketentraman dan Ketertiban; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negera Republik 
Indonesia Sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program 
dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di 
wilayah Kecarnatan; 
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e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan pemuka agara 
Yang ada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman 
dan ketertiban umum masyarakat; 

f. menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah 
yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang­ 
undangan; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerh 
yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang­ 
undangan; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tanggap bencana di 
wilayah kerja Kecamatan; 

i. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan pembinaan 
ketentraman dan ketertiban serta emasyarakcatan di wilayah kerja 
Kecarnatan; 

j. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan penerapan dan 
penegakan eraturan Daerah, Peraturan Walikota serta peraturan 
perundang-undangan lainnya di wilayah kerja Kecamatan; 

k. melaksanakan administrasi pemberian rekomendesi sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya; 

I. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang­ 
undangan yang berkajtan dengan lingkup tugasnye sebagai pedoran 
dalam melaksanakan tugas; 

n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kcpada atasan; 
o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

p. menyampaikan laporan pclaksanaan tugas dan/atau kegiatan kcpada 
atasan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Kelira 

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/PMD 

Pasal 10 

(I) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas 
melakukan pengoordinasian dan penyeienggaraan bidang pemberdayaan 
masyarakat desa di wilayah kecamatan. 

(2) Kcpala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalamn melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang pemberdayaan 

masyarakat desa; 
b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa; 
c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

pemberdayaan masyarakat desa; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 
(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan 

ayat Q2), uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 
scbagai berikut. 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

seksi pemberdayaan masyarakat desa; 
b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA]/RKpA, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi pemberdayaan 
masyarakat desa; 
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c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi 
pemberdayaan masyarakat desa; 

d. mcnyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan 
perberdayaan masyarakat desa; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap 
keseluruhan unit kerja baik pemerintah matpun swasta yang 
mempunya program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
desa di wilayah kerja Kecamatan; 

f. relakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 
masyarakat desa di wilayah Kecamatan baik yang dilaktukan unit kerja 
pemerintah maupun swasta; 

g menyiapkan bahan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) kelurah.an di wilayah Kecarnatan; 

h. menyiapkan bahan fas~litasi pemberian bantuan stirulans bagi 
lembaga kemasyarakatan; 

i. renyiapkan bahan fas~litasi pengembangan sumber daya manusia 
tenaga teknis pemberdayuan masyarakat Kecarnatan; 

• menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan gerakan Pemberdayaan 
dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 

k. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan organisasi sosial/ 
kemasyarakatan dan Lerabaga Swadaya Masyarakat (LSM); 

I. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan program 
pendidikan masyarakat desa; 

m. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan 
kesehatan masyarakat dan lingkungan di Kecamatan; 

n. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan 
kegiatan program generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, 
kepramukaan serta peranan warita; 

o. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan keluarga 
berencana; 

p. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan 
masala.h kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit di w~laya.h 
kerja Kecamatan; 

• menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pencegahan dan 
penangglangan bencana alam dan pencemaran lingungan skala 
Kecamatan; 

r. menyiapkan bahan administrasi pemberian rekomendasi sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya; 

s. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada camat di 
bidang pemberdayaan masyarakat desa; 

t. mengevalasi pelaksaraan tugas dan menginventarisasi permasala.han 
dilingkup tagasnya serta mencari alternatif perecahannya; 

u. mempelajari memahami dan melaksanakan peraturan perundang­ 
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 
dalam melaksanakan tugas; 

v. membenikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
w. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

x. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 
atasan; dau 

y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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Bagian Keenam 
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM 

Pasal 11 

(l) Kepala Seksi Pelayanan Umum merpunyai 
pengkoordinasian dan penyelenggaraan bidang 
di wilayah kecamatan. 

tugas melakukan 
pelayanan umum 

2} Kepala Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas sebageirana 
dimaksud dalam ayat [1j, menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang Pelayanan Lmum; 
b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Umum; 
c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

Pelayanan Umum; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 
(3} Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat [I) dan 

ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai 
berikut: 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

seksi Pelayanan Umum; 
b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pelayanan Lrum; 

c. melaksanakan Dokumnen Pelaksanaan Anggaran [DPA)/DPPA Seksi 
Pelayanan Umum; 

d. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan 
Pelayanan mum; 

c. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data scbagai bahan 
pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat 
desa/kelurahan; 

f. penyajian data di bidang pelayanan umum, baik tingkat kecamatan 
maupun tingkat desa/ kelurahan;; 

g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada 
masyarakat di kecaratan;; 

h, pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 
dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fangsinya di bidang 
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan urum; 

i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan 
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan urum;; 

j. menyiapkan bahan administrasi pemberian rekomendasi sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya; 

k. relaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada camat di 
bidang pemberdayaan masyarakat desa; 

I. mengevalasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

m. mempelajari remahami dan melaksanakan peraturan perundang­ 
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya scbagai pedoman 
dalam melaksanakan tugas; 

n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
o. membagi tugas, memberi penunjuk, merilai dan mengevaluasi has~ 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuaj 
dengan ketentuan yang beriaku; 

p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 
atasan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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Pasal 12 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka khusus Pasal 2 sampai 
dengan Pasal 12 Peraturan Waikota Tual Nomor 40 Tahun. 2009 tentang 
Uisane Tugas Jabataii Sir~kt~rad OrgannisesiKecir~its¥ die Kel~irati 
Kota Tual, dinyatakan tidak berlakc lagi. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa] 13 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Tual. 

( 
f 

Ditetapkan di Tua] 

tangga 02 a1 2018 

TUAL, 

KOTA TUAL, 

di Tual 

a0a d-20i8/ 

- PIE SE A»y D 
8 

'  

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 20I8 NOMOR 285 
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